
76 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Magang 1 yang telah 

dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pojok 

Tulungagung Jawa Timur dari tanggal  16 Agustus -  16 September 2022, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit 

Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pojok masih 

kurang. 

2. Masih banyak kendaraan yang melanggar ODOL (Over Dimension 

Over Loading) dan penindakannya hanya membuat surat 

pernyataan tidak ada penilangan maupun sanksi. 

3. Masih banyak kendaraan yang surat uji berkala sudah mati. 

4. Kurangnya kesadaran pengemudi untuk masuk ke jembatan 

timbang sehingga banyak kendaraan angkutan barang yang lolos 

dan tidak melewati jembatan timbang bahkan memilih jalur 

alternatif untuk menghindari jembatan timbang. 

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa  

saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan 

produktivitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di 

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS 

agar SDM tercukupi 

2. Sebaiknya selalu dilakukan transfer muatan jika kendaraan itu telah 

terjadi overload dan sanksi berupa tilang. 

3. Pemberian penindakan berupa sanksi kepada pengemudi yang surat uji 

berkalanya mati agar tidak menyepelekan untuk uji berkala karena uji 

berkala penting untuk keselamatan kendaraan di jalan raya. 



 
77 

4. Pengawasan yang harus diperketat agar kendaraan angkutan barang 

yang melewati UPPKB Pojok dapat masuk dan melakukan proses 

penimbangan selain itu memberikan sosialisasi kepada perusahaan 

mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. 
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